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Abstrak 
Penelitian ini membahas model tata kelola bisnis dan pemerintahan lokal yang mendukung penguatan 

ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif-deskriptif dan data sekunder untuk periode 2020-2025, studi ini menganalisis dinamika 

lembaga lokal, peran pemerintah daerah, dan potensi masyarakat ekonomi berbasis sumber daya lokal. Temuan 

menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat yang rendah terhadap PDB disebabkan oleh kapasitas kelembagaan 

yang lemah, kurangnya akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta sinergi yang kurang optimal antar aktor. Studi 

ini merekomendasikan model tata kelola kolaboratif berbasis data, budaya lokal, dan digitalisasi, yang melibatkan 

pemerintah, masyarakat, sektor swasta, universitas, dan LSM. Model ini menekankan prinsip inklusivitas, 

akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Dengan implementasi yang 

terintegrasi dan responsif, ekonomi masyarakat HSU dapat menjadi dasar utama pembangunan regional 

berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Ekonomi Komunitas, Digitalisasi, Lembaga Lokal 

  

Abstract 
This study examines local business and governance models that support community economic empowerment 

in Hulu Sungai Utara (HSU) Regency, South Kalimantan. Using a qualitative-descriptive approach and secondary 

data for the 2020-2025 period, this study analyzes the dynamics of local institutions, the role of local government, 

and the potential of local resource-based economic communities. Findings indicate that low community contributions 

to GDP are caused by weak institutional capacity, lack of access to financing and markets, and suboptimal synergy 

between actors. This study recommends a collaborative governance model based on data, local culture, and 

digitalization, involving the government, communities, the private sector, universities, and NGOs. This model 

emphasizes the principles of inclusivity, accountability, and community involvement in program planning and 

evaluation. With integrated and responsive implementation, the HSU community economy can become a key 

foundation for sustainable regional development. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Perekonomian daerah menjadi kunci daya saing nasional, terutama di wilayah dengan potensi 

lokal yang belum tergarap optimal. Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, memiliki 

karakter agraris, budaya gotong royong, dan potensi komoditas lokal seperti ikan air tawar, kerajinan 

purun, dan pertanian. Namun, PDRB HSU masih rendah, mencerminkan ketimpangan antara potensi 

lokal dan tata kelola pembangunan ekonomi yang efektif. Data BPS HSU 2022 menunjukkan sektor 

agrikultur dan perikanan menyumbang 15,99% PDRB, sedikit di atas sektor perdagangan (15,57%), 

menandakan sektor komunitas masih dominan meski mulai tertinggal dalam pertumbuhan (Murjani et 

al., 2024). Menurut Katadata, PDRB per kapita HSU tahun 2024 sebesar Rp 27,887 juta, jauh di bawah 

mailto:norainah.nagara@gmail.com


Jurnal Niara                           Vol. 19, No. 1 Mei 2026, Hal. 182-193 

 

P-ISSN 1693-3516 | E-ISSN 2528-7575         183 

 

Balangan dan Tabalong yang mencapai Rp100 juta, menempatkan HSU di posisi terbawah di provinsi 

(Adhb et al., 2025). 

 

Tabel 1. Produk Domestik Regional Brotu Per Kapita Menurut Kab/Kota atas Harga Berlaku Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2020-2025 (Juta Rupiah/Tahun) 

KABUPATEN/KOTA 
TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

Balangan 82,540 93,645 148,029 153,372 157,579 

Tabalong 70,285 77,830 112,270 117,748 122,313 

Kotabaru 73,768 80,388 99,498 103,069 108,024 

Tanah Bumbu 61,949 69,333 95,160 99,813 104,302 

Tapin 44,425 49,019 65,826 69,702 72,445 

Kota Banjarmasin 49,815 52,333 57,991 63,095 68,285 

Tanah Laut 39,660 43,502 53,319 55,872 58,233 

Kota Banjar Baru 37,852 38,867 44,860 49,712 53,088 

Hulu Sungai Selatan 28,837 30,944 36,208 38,839 41,467 

Banjar 29,293 31,308 36,189 38,265 40,027 

Hulu Sungai Tengah 27,294 28,339 30,152 32,285 34,850 

Barito Kuala 27,908 28,971 30,692 32,389 34,292 

Hulu Sungai Utara 21,954 22,931 24,459 26,132 27,887 

            Sumber : https://kalsel.bps.go.id 

 

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) secara konsisten menempati posisi terendah dalam nilai 

PDRB per kapita di Kalimantan Selatan selama periode 2020–2024, hanya mencapai Rp 27,89 juta pada 

tahun 2024. Pertumbuhan selama lima tahun terakhir relatif lambat, yakni hanya sekitar 27%, jauh 

tertinggal dibandingkan kabupaten lain seperti Balangan atau Tabalong. Hal ini mencerminkan belum 

optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal serta lemahnya kontribusi sektor unggulan daerah terhadap 

peningkatan nilai tambah. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya transformasi tata kelola ekonomi 

berbasis komunitas serta dukungan lintas sektor yang lebih kuat di HSU. 

Permasalahan utama di HSU adalah lemahnya koordinasi antara pelaku usaha lokal, komunitas, dan 

pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Banyak kelompok 

seperti tani, UMKM, koperasi, dan industri rumahan masih beroperasi secara informal tanpa dukungan tata 

kelola yang mendorong skala usaha, inovasi, serta akses pasar dan pembiayaan. Pemerintah daerah belum 

optimal berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan komunitas dengan sumber daya eksternal, 

termasuk sektor swasta dan jaringan digital. Hal ini terlihat dari rendahnya legalitas usaha, fragmentasi 

kelembagaan, dan dominasi sektor informal yang belum terformalisasi (Febrianto, 2020). Banyak 

komunitas ekonomi seperti kelompok tani, usaha mikro, koperasi desa masih informal karena sedikitnya 

dukungan sistem tata kelola formal, pelaporan, dan manajemen yang memadai (Rised, 2021). Peran 

pemerintah daerah sebagai fasilitator masih terbatas; meski ada upaya legalisasi dan pembiayaan koperasi 

syariah, cakupan dan dampaknya belum mampu menciptakan hubungan antaraktor yang kolaboratif dan 

inklusif (Caecilia Mediana, 2025). 

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya merumuskan model tata kelola kolaboratif yang 

mendorong penguatan ekonomi berbasis komunitas, dengan melibatkan sektor publik, swasta, dan 

masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah. Pendekatan ini sejalan dengan semangat desentralisasi 
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dan pembangunan partisipatif yang menempatkan komunitas lokal sebagai agen utama pembangunan 

inklusif dan berkelanjutan (Judijanto et al,, 2024). Pemberdayaan desa wisata membutuhkan partisipasi 

aktif masyarakat melalui pendekatan bottom-up, namun rendahnya keterlibatan warga menunjukkan 

perlunya tata kelola yang benar-benar memosisikan komunitas sebagai subjek pembangunan 

(Kusumaningsih et al,, 2023). Penelitian ini bertujuan mengembangkan model tata kelola yang efektif untuk 

mengintegrasikan peran pemerintah daerah dan pelaku bisnis lokal dalam memperkuat ekonomi komunitas 

di Hulu Sungai Utara. Fokusnya mencakup analisis kelembagaan, adopsi praktik terbaik, serta perumusan 

strategi kolaborasi berbasis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Meski desentralisasi memberi ruang 

partisipasi publik, kelembagaan lokal masih lemah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik 

(Rahmatunnisa, 2018). 

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa penguatan ekonomi komunitas di Hulu Sungai Utara 

dapat dicapai melalui tata kelola yang mengintegrasikan kolaborasi, pemberdayaan, dan reformasi 

kelembagaan. Tata kelola yang baik diposisikan bukan sekadar administratif, melainkan strategi 

pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Penelitian ini diharapkan memberi 

kontribusi teoritis dan praktis bagi kebijakan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. 

 

 

2. METODE 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk merumuskan model tata kelola 

bisnis dan pemerintahan daerah dalam mendukung ekonomi komunitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Lokasi dipilih secara purposif karena memiliki potensi ekonomi komunitas tinggi namun belum optimal 

dalam tata kelola. Analisis dilakukan untuk periode 2020–2025, dengan data dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, dan catatan lapangan dari berbagai pemangku kepentingan (Irma Juliana et al,, 

2023). 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber terpercaya, seperti RPJMD Hulu Sungai 

Utara, kebijakan ekonomi lokal, laporan kinerja pemerintah, serta publikasi lembaga nasional dan 

internasional. Data juga mencakup jurnal ilmiah terbitan 2020–2025 yang relevan dengan tata kelola, 

pemberdayaan komunitas, dan kolaborasi pembangunan ekonomi. Teknik pengumpulan dilakukan melalui 

studi dokumentasi dan literatur dengan telaah kritis terhadap sumber dari BPS, Bappeda, Kemendagri, serta 

jurnal terindeks SINTA, Scopus, dan organisasi seperti UNDP, OECD, dan Bappenas. Penelusuran 

dilakukan sistematis menggunakan kata kunci seperti community-based economy, local governance model, 

dan collaborative governance. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui content analysis dan pendekatan tematik untuk 

mengidentifikasi pola, kelemahan tata kelola, serta peluang integrasi antaraktor di Hulu Sungai Utara. 

Penelitian ini membandingkan praktik terbaik dan kebijakan dari daerah lain sebagai dasar pengembangan 

model adaptif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konsep dari dokumen kebijakan, jurnal 

ilmiah, dan praktik lapangan terdokumentasi. Penelitian tidak menggunakan data primer, melainkan 

mengandalkan literatur dan data sekunder untuk merumuskan model tata kelola bisnis dan pemerintahan 

yang relevan dan berkelanjutan (Adnan et al,, 2021). Kerangka evaluasi berbasis logika model (Logic 

Model) dan Theory of Change, Penggunaan model ini mampu merumuskan rekomendasi kebijakan 

berbasis evidence dari literatur dan praktik global maupun lokal (Widowati et al,, 2023). 

Teori tata kelola menjadi dasar dalam merancang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan 

swasta. Menurut Rhodes serta Pierre & Peters, governance bukan lagi wewenang vertikal semata, 

melainkan jejaring kerja sama antaraktor. Di tingkat daerah, tata kelola yang baik ditandai oleh transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi publik, dan koordinasi antarlembaga. Kualitas tata kelola adaptif menjadi kunci 

keberhasilan pembangunan daerah (Annahar et al,, 2023). Partisipasi masyarakat, kolaborasi multi-aktor, 
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transparansi, dan akuntabilitas terbukti meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan desa, sejalan dengan 

paradigma New Public Governance yang menekankan jejaring aktor, bukan sekadar otoritas vertikal 

(Annahar et al,, 2023). Reformasi administrasi daerah (2010–2025) bertujuan meningkatkan produktivitas, 

akuntabilitas, dan transparansi, dengan efektivitasnya bergantung pada kepemimpinan dan kesiapan 

institusi untuk berubah (Salomo & Rahmayanti, 2023). Penerapan good governance memperkuat hubungan 

temuan audit dengan kinerja pemerintah daerah, serta mendorong peningkatan PAD dan efisiensi publik 

(Amyulianthy et al,, 2023). 

Teori kolaboratif governance relevan dalam bisnis daerah karena menekankan sinergi antara 

pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas melalui dialog partisipatif, pembagian peran, dan kebijakan 

berbasis data. Sesuai pandangan Ansell & Gash, keberhasilannya bergantung pada forum kolaboratif dan 

kepemimpinan yang fasilitatif (Tando et al,, 2020). Sinergi pemerintah, swasta, akademisi, dan UMKM 

penting untuk mendorong inovasi digital dan partisipasi ekonomi, dengan penekanan pada peran yang jelas 

dan kebijakan responsif terhadap kebutuhan lokal (Wijatmoko S,, 2025). Interaksi pemerintah, komunitas, 

dan swasta melalui forum koordinasi dan perencanaan bersama mendorong pembangunan ekonomi yang 

inklusif dan berbasis kebutuhan lokal (A, Haris et al,, 2024). 

Ekonomi berbasis komunitas menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pencipta nilai 

ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada keberlanjutan, solidaritas, dan penguatan modal sosial. 

Pendekatan ini, merujuk pada Gibson-Graham, menekankan model partisipatif yang memperkuat 

kelembagaan lokal dan menciptakan dampak sosial-lingkungan positif (Istiyani & Handayani, 2022). 

Pemberdayaan komunitas UMKM berbasis digital meningkatkan pendapatan dan investasi komunitas 

disertai penguatan solidaritas dan modal sosial di komunitas UMKM (Hendiarto & Nurhaliza, 2023). Social 

entrepreneurship dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kemandirian komunitas 

melalui inovasi bisnis lokal, penguatan aspek sosial, dan penciptaan nilai ekonomi sosial (Harsono et al,, 

2023).  

Tata kelola bisnis lokal dipengaruhi oleh regulasi daerah, akses pembiayaan, dan kapasitas 

kelembagaan komunitas. Lemahnya kelembagaan dan minimnya dukungan pemerintah menghambat 

pengembangan UMKM. Diperlukan model tata kelola inklusif yang memperkuat intermediasi antara 

komunitas dan pasar. UU Cipta Kerja 2020 mendukung hal ini dengan memberi kemudahan pembiayaan 

melalui subsidi, penjaminan, dan kredit lunak bagi usaha mikro dan kecil (Simanjuntak TE, 2023). 

Rendahnya literasi keuangan dan kendala administratif membuat banyak UMKM sulit mengakses kredit. 

Studi ini menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan agar UMKM dapat memanfaatkan 

pembiayaan formal sesuai amanat UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Sholikin, 2024). Program 

Pembiayaan UMi dinilai inklusif oleh Kemenkeu karena menawarkan modal mudah dan bunga rendah bagi 

UMKM, namun terhambat oleh rendahnya literasi keuangan, kendala administrasi, dan minimnya 

pendampingan. Hal ini menegaskan pentingnya pelatihan dan penguatan kelembagaan komunitas dalam 

akses pembiayaan (Supriyanto B,E, 2024). 

Penguatan ekonomi komunitas menuntut adanya pendekatan yang partisipatif dan berbasis 

desentralisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, Laporan (OECD, 2022) Keberhasilan 

pembangunan ekonomi lokal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengenali potensi 

komunitas, memfasilitasi akses sumber daya, dan menyusun program pemberdayaan berkelanjutan. 

Desentralisasi fiskal dan reformasi tata kelola memberi ruang bagi daerah merancang kebijakan berbasis 

potensi lokal serta membangun koordinasi multi-level dengan pelaku lokal, swasta, dan masyarakat sipil 

(Surgawati, 2022). Otonomi desa yang inklusif mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 

pembangunan, asalkan pemerintah daerah mampu mengenali potensi lokal dan melibatkan komunitas 

secara langsung (Annahar et al,, 2023). Desentralisasi fiskal efektif bila daerah memiliki kapasitas 

manajerial dan keuangan yang memadai; tanpa itu, daerah tertinggal tetap bergantung pada transfer dari 

pusat (Tuti Dharmawati et al,, 2024). Kerangka teori kelembagaan penting dalam memahami tata kelola 
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lokal. Douglass North (1990) menyebut institusi sebagai “aturan main” formal dan informal yang 

membentuk perilaku sosial, politik, dan ekonomi, serta memengaruhi efektivitas koordinasi dan kinerja 

ekonomi (Dewi et al,, 2025). BUMDes menyalurkan insentif ekonomi, mendukung ketahanan pangan, 

memperkuat modal sosial komunitas, dan membentuk koordinasi lokal yang efektif sebagai fondasi 

pembangunan desa (Triyono, 2025), Kelembagaan BUMDes menjadi instrumen tata kelola lokal yang 

strategis dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan ekonomi komunitas (Andayana et al,, 2024),  

Teori jaringan sosial menjelaskan bahwa relasi antaraktor dan modal sosial memperkuat ekonomi 

komunitas. Ikatan sosial yang kuat mempermudah berbagi sumber daya, meningkatkan efisiensi produksi, 

distribusi, serta memperkuat ketahanan pangan dan koordinasi berbasis kepercayaan (Nosratabadi et al,, 

2020). Modal sosial komunitas kreatif mendorong kolaborasi, membangun kepercayaan, dan mendukung 

distribusi serta pemasaran produk berbasis komunitas (Nosratabadi et al,, 2020). Transformasi digital 

pascapandemi memperkuat tata kelola ekonomi lokal melalui e-commerce, transparansi keuangan desa, dan 

platform seperti ADIDES yang memperluas pasar produk komunitas serta mendorong kolaborasi 

akademisi–desa (Arif Handiwibowo et al,, 2024). Potensi UMKM terhambat oleh literasi digital, 

infrastruktur, dan manajemen keuangan yang lemah, namun e-commerce mampu meningkatkan akses pasar 

dan efisiensi jika hambatan tersebut diatasi (Anatan & Nur, 2023) Digitalisasi terbukti memperluas 

jangkauan pasar, mempermudah promosi produk lokal, dan meningkatkan daya saing ekonomi komunitas 

asal desa maupun wilayah rural (Wibowo et al,, 2024). Strategi digital seperti e-commerce, literasi digital, 

dan manajemen keuangan meningkatkan kinerja UMKM mikro, dengan dukungan pemerintah daerah pada 

infrastruktur dan pelatihan sebagai kunci sukses (Utomo & Setiyono, 2024). Inovasi digital seperti 

pengaduan online, layanan aplikasi, dan e-budgeting meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan respons 

pemerintah daerah terhadap komunitas ekonomi (Afrilia et al,, 2024). 

Model tata kelola lokal harus adaptif terhadap keberagaman sosial-budaya, seperti di Hulu Sungai 

Utara yang dihuni komunitas Banjar dan Dayak. Pendekatan berbasis kearifan lokal membangun 

kepercayaan, dan nilai budaya Banjar menjadi dasar pengelolaan sumber daya yang lestari dan kolaboratif 

(Wahyu, 2020). Struktur sosial Banjar-Dayak di Pegunungan Meratus dipengaruhi adat dan ritual lokal, 

serta menerapkan aturan pengelolaan hutan berbasis norma budaya dan nilai kolektif (Rahmawati, 2023). 

Pendekatan bottom-up dalam perumusan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. 

Model ini sejalan dengan community-driven development (CDD) dan berkembang menjadi Village Driven 

Development (VDD) yang menekankan perencanaan partisipatif oleh desa bersama warga, pemerintah 

desa, dan sektor swasta (Sutoro & Dkk, 2022).  Konsep co-production menekankan keterlibatan langsung 

masyarakat dalam layanan publik dan produk ekonomi, memperkuat rasa memiliki dan keberlanjutan. 

Dalam program Smart Village Nusantara, pendekatan ini diterapkan secara bottom-up melalui kolaborasi 

antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam desain serta implementasi layanan digital. (E, Susanti et 

al,, 2023). Dalam penyediaan pelayanan publik dan penguatan kapasitas kelembagaan co-production 

dianggap kunci dalam meningkatkan kepercayaan dan peran aktif warga dalam tata kelola desa 

(Asmorowati et al,, 2024), Kolaborasi pengelolaan sampah berbasis co-production melibatkan peran aktif 

masyarakat dalam layanan bank sampah tematik, memperkuat kemandirian dan kelembagaan komunitas 

lokal (Zakiah et al,, 2021). Media sosial memfasilitasi co-production digital, memungkinkan warga terlibat 

langsung dalam layanan publik, memberi masukan real-time, dan memantau kebijakan secara partisipatif 

(Cho & Melisa, 2021). 

Berdasarkan berbagai teori dan hasil studi di atas, maka dapat dikembangkan kerangka konseptual 

bahwa Penguatan ekonomi komunitas di Hulu Sungai Utara memerlukan model tata kelola kolaboratif, 

partisipatif, dan adaptif yang mengintegrasikan pemerintahan daerah, bisnis lokal, kelembagaan komunitas, 

serta digitalisasi, dengan pendekatan intersektoral dan multilevel agar strategi bersifat holistik dan 

kontekstual. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) adalah daerah agraris dengan potensi rawa untuk perikanan, 

pertanian pasang surut, dan kerajinan purun. Meski potensial, kontribusi UMKM dan komunitas terhadap 

PDRB masih rendah, dengan sektor pertanian menyumbang 15,99% dan menjadi unggulan kedua di 

Kalsel (Kusuma Yulianti et al,, 2023).  Dokumen (RKPD, 2023) mencatat bahwa potensi lahan rawa di 

HSU mencapai 355 km², dengan produksi perikanan tangkap sekitar 12,316 ton dan budidaya sekitar 9,082 

ton pada tahun 2020, Ini memperjelas potensi budidaya air tawar yang besar, meskipun keterlibatan usaha 

mikro dan komunitas masih terbatas. Data (BPS, 2025) Struktur ekonomi HSU 2020–2024 didominasi 

sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29–32%), mencerminkan karakter agraris berbasis sumber 

daya lokal, disusul sektor Perdagangan, Pemerintahan, dan Jasa Pendidikan/Kesehatan. Banyak 

kelembagaan ekonomi lokal di HSU seperti kelompok tani, koperasi, dan BUMDes belum dikelola secara 

profesional, dengan kelemahan pada pencatatan keuangan, manajemen, dan koneksi eksternal, 

mencerminkan struktur internal yang belum berkembang optimal (Firmansyah, 2025). Koperasi dan UKM 

lokal perlu pelatihan manajerial untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan usaha dan pelaporan 

keuangan (Sutarman A, 2023).  Peran pemda krusial dalam mendukung ekonomi komunitas, namun 

kurangnya integrasi program desa dan kabupaten menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor. 

Akibatnya, ekosistem tata kelola belum kolaboratif dan ekonomi HSU belum inklusif, padahal sektor 

informasi, manufaktur, dan pengelolaan limbah berpotensi mendorong transformasi (Murjani et al,, 2024).  

Akses pembiayaan menjadi kendala utama pelaku usaha komunitas di HSU, yang masih bergantung 

pada modal sendiri dan pinjaman informal. Rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan agunan 

menghambat akses kredit, sementara distribusi produk masih terbatas secara lokal. Literasi keuangan yang 

rendah juga menyulitkan pengelolaan bisnis dan pembayaran pinjaman. Program literasi terbukti 

meningkatkan kepercayaan diri untuk mengakses pembiayaan formal (Antoni & Karlin, 2024). Ketika 

akses formal keuangan terbatas, komunitas cenderung memilih pembiayaan informal dari lingkungan lokal 

(kerabat, rentenir), yang seringkali bersifat tidak transparan dan berbiaya tinggi (Wang, 2022). Hasil studi 

(UNDP, 2024) model tata kelola pembangunan yang inklusif harus menempatkan komunitas sebagai 

subjek. Di HSU, perencanaan masih dominan top-down, dan musrenbang desa sering tak mencerminkan 

kebutuhan ekonomi lokal. Desa dengan tata kelola inklusif cenderung lebih responsif, sementara yang top-

down gagal menjawab kebutuhan masyarakat (Annahar et al,, 2023). Kendala utama Musrenbang adalah 

partisipasi warga yang masih formalistik, sehingga mereka kurang terlibat dalam penentuan prioritas 

kegiatan atau kebijakan ekonomi lokal, mencerminkan kesenjangan antara prosedur dan implementasi 

kebijakan. (D, Susanti et al,, 2025). 

Digitalisasi membuka peluang besar bagi komunitas ekonomi HSU untuk memperluas pasar dan 

meningkatkan efisiensi, dengan potensi mendorong daya saing UMKM melalui pelatihan, infrastruktur, 

dan insentif dari pemerintah serta swasta (Rusdiaman Rauf et al,, 2024). digitalisasi UMKM di Kalsel 

berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi yang merata dan berkelanjutan; strategi digital perlu 

menjadi fokus utama pemberdayaan agar UMKM lebih kompetitif dan pasar meluas (Yulianus J, 2022). 

Keterbatasan kapasitas SDM di HSU menjadi hambatan dalam pengelolaan usaha komunitas dan pelayanan 

publik. Banyak aparatur desa dan pengurus lembaga ekonomi belum memiliki pelatihan manajemen dan 

governance, sehingga lambat beradaptasi dengan regulasi, respons pasar, serta membangun kemitraan 

strategis (Wahyudi et al,, 2020). BUMDes menghadapi tantangan manajemen internal, mulai dari 

keuangan hingga pemasaran, sehingga pengurusnya perlu pelatihan bisnis dan tata kelola yang lebih 

komprehensif (Azhari et al,, 2023). Tata kelola ekonomi komunitas yang inklusif dan partisipatif terbukti 

meningkatkan daya saing daerah. Forum ekonomi desa, kolaborasi dengan universitas, dan penguatan 

kelembagaan seperti BUMDes menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada kepemimpinan 

kewirausahaan, reformasi kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan 
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(Afala & Rahayu, 2023). Model tata kelola di HSU perlu mengintegrasikan peran pemerintah sebagai 

fasilitator, komunitas sebagai pelaku utama, dan sektor swasta sebagai mitra usaha. Keberhasilan ekonomi 

lokal bergantung pada modal sosial, kepemimpinan lokal, dan kemitraan kolaboratif antara ketiganya (R, 

A, Haris et al,, 2024). Digital Village Governance akan efektif jika kolaborasi intens antara pemerintah 

desa, komunitas, dan pihak swasta terbangun dengan baik (Hamka, 2023), 

Tanpa regulasi pendukung, tata kelola tak efektif. HSU perlu menetapkan Perda atau Perbup untuk 

mendorong ekonomi komunitas, seperti insentif fiskal koperasi, perlindungan hukum pelaku usaha rakyat, 

dan belanja daerah pro produk lokal. Jika dijalankan tepat, tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan 

pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan mendorong kemandirian desa. Dana Desa berpotensi 

memperkuat ekonomi rumah tangga, namun manfaatnya belum merata karena lemahnya mekanisme 

pemerataan dan kurangnya tata kelola inklusif (Supriyanto et al,, 2024). Kolaborasi pemerintah, komunitas, 

dan swasta dapat meningkatkan PAD, meski masih terkendala ego sektoral dan kurangnya integrasi data 

(Parlina et al,, 2024). Kemitraan dengan universitas, LSM, dan lembaga riset penting untuk pendampingan 

komunitas. Pendekatan CBPR terbukti membantu UMKM dalam pembukuan dan teknologi, menjadikan 

mereka lebih mandiri secara finansial (Novianti & Mardiati, 2022). Metode Community Based Research 

melalui FGD partisipatif membantu desa memetakan potensi ekonomi dan mengembangkan bisnis inklusif 

(Harini et al,, 2023). HSU perlu merancang model yang sejalan dengan nilai budaya lokal seperti gotong 

royong dan musyawarah Banjar, karena pengabaian nilai ini berisiko ditolak masyarakat. Integrasi nilai 

sosial Banjar dapat memperkuat kemandirian dan ekonomi komunitas (Sahabudin et al,, 2022).  Tahapan 

implementasi model mencakup pemetaan komunitas, pembentukan forum lintas sektor, pelatihan 

kelembagaan, integrasi program daerah, serta monitoring berbasis indikator bersama. Pendekatan ini 

bersifat bertahap dan partisipatif, dengan mekanisme input komunitas dalam penganggaran agar alokasi 

anggaran sesuai kebutuhan mereka. (Mardihang et al,, 2023). Tantangan utama implementasi model ini 

adalah inkonsistensi kebijakan, pergantian kepemimpinan, dan resistensi birokrasi. Namun, dukungan 

regulasi nasional dan perhatian terhadap pembangunan ekonomi lokal membuka peluang besar. Dengan 

komitmen lintas aktor, model ini berpotensi menjadi terobosan dalam membangun ekonomi komunitas 

yang kuat di HSU. 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola bisnis dan pemerintahan di HSU masih menghadapi 

tantangan struktural dan kelembagaan, sehingga kontribusi komunitas terhadap PDRB rendah meski 

memiliki potensi ekonomi lokal besar. Hal ini dipicu oleh lemahnya kapasitas kelembagaan, terbatasnya 

akses pembiayaan dan pasar, serta kurangnya sinergi strategis antara pemerintah dan komunitas. Studi 

literatur dan data 2020–2025 menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi komunitas bergantung pada tata 

kelola kolaboratif antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Praktik terbaik daerah lain 

membuktikan bahwa partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Model tata kelola yang disarankan untuk HSU adalah collaborative governance berbasis data dan 

budaya lokal, dengan fokus pada penguatan kelembagaan komunitas, digitalisasi usaha dan layanan publik, 

forum ekonomi lintas sektor, serta reformasi regulasi pro-ekonomi rakyat. Pelatihan literasi keuangan, 

transformasi digital, dan kemitraan dengan akademisi serta LSM menjadi elemen pendukung kunci. Dengan 

model tata kelola yang terintegrasi dan inklusif, ekonomi komunitas di HSU berpotensi menjadi fondasi 

pembangunan daerah. Pemerintah daerah berperan kunci melalui kebijakan konsisten, alokasi anggaran 

berbasis kebutuhan, dan evaluasi capaian. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi kebijakan bagi daerah 

sejenis dan memperkaya literatur tata kelola ekonomi komunitas di Indonesia. 
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5. SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan tata kelola kolaboratif di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara melalui sinergi yang lebih terstruktur antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. 

Pemerintah daerah disarankan untuk menginisiasi forum komunikasi lintas sektor yang berkelanjutan, 

didukung oleh kebijakan yang konsisten, alokasi anggaran berbasis kebutuhan, serta evaluasi program 

yang berbasis data. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan komunitas menjadi hal yang penting, 

terutama melalui pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, dan pendampingan berkelanjutan agar 

komunitas mampu mengakses pembiayaan dan memperluas pasar secara mandiri. 

Selanjutnya, pengembangan akses pembiayaan dan pasar perlu dioptimalkan melalui kemitraan 

dengan lembaga keuangan, pemanfaatan skema pembiayaan mikro, serta penguatan pemasaran berbasis 

digital. Transformasi digital juga perlu didorong sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis 

komunikasi, melalui pelatihan pemanfaatan media digital, peningkatan kemampuan branding, dan 

strategi komunikasi publik yang efektif. Di sisi lain, peran akademisi dan lembaga non-pemerintah 

diharapkan dapat terus diperkuat dalam mendukung proses pendampingan, riset, serta pengembangan 

model tata kelola yang adatif terhadap konteks lokal. Akhirnya, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

mengkaji lebih mendalam implementasi model collaborative governance berbasis komunikasi dalam 

berbagai konteks daerah, serta mengukur dampaknya secara lebih luas terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah. 
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